
 

 

 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Karakteristik Responden 

 

Responden merupakan sumber data primer dalam penulisan skripsi, untuk itu 

sebelum penelitian dilakukan terlebih dahulu perlu diketahui karakteristik para 

responden, sehingga hasil atau data yang diperoleh benar-benar dari pihak atau 

orang yang berkompeten. 

 

Adapun karakteristik responden yang diperoleh sebagai berikut: 

1. Nama  : Hastopo. SH.MH.  

Umur   : 49 tahun,  

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Agama  : Islam 

Pendidikan : S2 Hukum 

Jabatan  : Hakim di Pengadilan Negeri Kelas II Kota Agung 

2. Nama   : Riswan Herafiansyah, SH.  

Umur   : 46 tahun  

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Agama  : Islam 

Pendidikan : S1 Hukum 

Jabatan  : Hakim di Pengadilan Negeri Kelas II Kota Agung 
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3. Nama   : Achmad Munandar, SH.  

Umur   : 38 tahun  

Jenis Kelamin : Laki-laki 

Agama  : Islam 

Pendidikan : S1 Hukum 

Jabatan  : Hakim di Pengadilan Negeri Kelas II Kota Agung 

 
 

B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Pelaku Tindak pidana 

Pemerasan Terhadap Kepala Sekolah di Kabupaten Tanggamus  

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hastopo, tindak pidana pemerasan 

sebagaimana diatur dalam Bab XXIII KUHP sebenarnya terdiri dari dua macam 

tindak pidana, yaitu tindak pidana pemerasan (afpersing) dan tindak pidana 

pengancaman (afdreiging). Kedua macam tindak pidana tersebut mempunyai sifat 

yang sama, yaitu suatu perbuatan yang bertujuan memeras orang lain. Justru 

karena sifatnya yang sama itulah kedua tindak pidana ini biasanya disebut dengan 

nama yang sama, yaitu “pemerasan” serta diatur dalam bab yang sama.  

 

Selanjutnya menurut Hastopo, sekalipun demikian, tidak salah kiranya apabila 

orang menyebut, bahwa kedua tindak pidana tersebut mempunyai sebutan sendiri, 

yaitu “pemerasan” untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 KUHP dan 

pengancaman untuk tindak pidana yang diatur dalam Pasal 369 KUHP. Oleh 

karena memang, dalam KUHP sendiri pun juga menggunakan kedua nama 

tersebut untuk menunjuk pada tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 

KUHP. 
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Berdasarkan Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 

Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan semua putusan pengadilan hanya sah 

dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk 

umum. Sedangkan pada Pasal 24 disebutkan tindak pidana yang dilakukan 

bersama-sama oleh mereka yang termasuk lingkungan peradilan umum dan 

lingkungan peradilan militer, diperiksa dan diadili oleh pengadilan dalam 

lingkungan peradilan umum, kecuali dalam keadaan tertentu menurut keputusan 

Ketua Mahkamah Agung perkara itu harus diperiksa dan diadili oleh pengadilan 

dalam lingkungan peradilan militer. 

 

Dalam pembuktian kasus dalam tindak pidana pemerasan adalah berupa: 2 (dua) 

lembar Surat Tugas masing-masing An. Faturohman dan Sibron, 2 (dua) lembar 

kartu Anggota LP21/ID card an. Faturohman dan Sibron dan 1 (satu) lembar 

pernyataan tanggal 19 Agustus 2008.  

 

Tindak pidana pemerasan itu sendiri dapat digolongkan menjadi suatu tindak 

pidana dimana perbuatan-perbuatan ini juga merugikan masyarakat, dalam arti 

bertentangan dengan atau menghambat akan terlaksananya pergaulan masyarakat 

yang dianggap baik dan adil. Salah satu tindak pidana pemerasan adalah terhadap 

kepala sekolah oleh oknum wartawan yang ditangani Pengadilan Negeri Kota 

Agung, yaitu dengan Nomor: 06/Pid.B/2009/PN.KTA dengan terdakwa 

Faturohman Bin Suhairi dan Sibron Bin Usman Hasan dengan tuduhan pemerasan 

dengan kekerasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 368 Ayat (1) KUHP 

terdakwa dipidana kurungan (penjara) masing-masing selama 4 (empat) bulan.  
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Putusan yang diberikan oleh Hakim terdakwa hanya dipidana penjara selama 4 

bulan, sedangkan menurut Pasal 368 KUHP disebutkan bahwa “Jika kejahatan 

pemerasan tersebut diperberat ancaman hukumannya dengan hukuman penjara 

selama-lamanya dua belas tahun”, inilah yang menimbulkan ketidaksesuaian 

antara putusan hakim dan tuntutan Jaksa dalam penanganan kasus pemerasan 

tersebut. 

 

Sedangkan Pasal 36 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2004 

Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan:  

(1) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. 

(2) Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan berdasarkan 

undang-undang. 

(3) Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara perdata dilakukan oleh 

panitera danjurusita dipimpin oleh ketua pengadilan. 

(4) Putusan pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan 

dan keadilan. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hastopo, dapat disiimpulkan bahwa dalam 

pengambilan putusan dalam tindak pemerasan, diperlukan alat bukti-bukti dalam 

melakukan tindak pidana tersebut. Hal ini sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, 

kekuatan pembuktian terletak dalam pasal 183 KUHAP dengan asas Unus testis 

nullus testis, Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya 

dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim,  
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Hastopo, dasar pertimbangan hakim dalam 

penjatuhan pidana tindak pidana pemerasan adalah Pasal 368 Ayat (1) KUHP, 

yang mengandung pengertian untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 

adalah kepunyaan orang itu atau orang lain. 

 

Selanjutnya menurut Hastopo rumusan tindak pidana pemerasan dituangkan 

dalam Pasal 368 KUHP yang secara tegas menetapkan, “Barangsiapa dengan 

maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 

memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, supaya memberikan 

barang sesuatu, yang seluruh atau sebagiannya adalah kepunyaan orang itu atau 

kepunyaan orang lain; atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan 

piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan 

tahun” 

 

Menurut Riswan Herafiansyah Menyatakan bahwa tindak pidana pemerasan dapat 

digolongkan menjadi suatu tindak pidana dimana perbuatan-perbuatan ini juga 

merugikan masyarakat, dalam arti bertentangan dengan pergaulan masyarakat 

yang dianggap baik dan adil. Salah satu tindak pidana pemerasan adalah terhadap 

kepala sekolah oleh oknum wartawan yang ditangani Pengadilan Negeri Kota 

Agung, yaitu dengan Nomor: 06/Pid.B/2009/PN.KTA dengan terdakwa 

Faturohman Bin Suhairi dan Sibron Bin Usman Hasan dengan tuduhan pemerasan 

dengan kekerasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 368 Ayat (1) KUHP 

terdakwa dipidana kurungan (penjara) masing-masing selama 4 (empat) bulan. 
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Selanjutnya menurut Riswan Herafiansyah putusan yang dilakukan oleh Ketua 

Pengadilan Negeri masih dapat dilakukan suatu upaya hukum lagi yang 

lingkupnya meliputi tingkat banding, kasasi, dan Peninjauan Kembali (PK) yang 

dimintakan langsung kepada Mahkamah Agung. Pengadilan Negeri tidak dapat 

bersidang dengan semaunya, hal itu disebabkan karena didalam melakukan 

persidangan atas suatu tindak pidana yang telah dilakukan harus diketahui terlebih 

dahulu apakah tindak pidananya dilakukan dalam daerah kewenangannya. 

 

Hal ini sesuai pendapat Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) Bab XXII mengatur tentang pemerasan dan pengancaman. Kejahatan 

pemerasan diatur dalam Pasal 368 Ayat (1) KUHP, yang mengandung pengertian 

untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, 

memaksa seseorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk 

memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan 

orang itu atau orang lain (Moeljatno, 2003: 131) 

 

Bentuk kejahatan yang disebut “afaneiging” diatur di dalam Pasal 369 Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut:  

(1) “Hij die, met hel bogmerk om zich of een ander wederrechtelijk 

voordelen, door bedreiging met smaad, smaadschift of penbarich een 

geheim, iemand dwingt, het zij tot de ofgifte van eening ooed dot 

geheel pf ten deele aan dezen of aan een derde toebehoort, net zij tot 

het aangaan van eene schuld of het tenietdoen van eene inschuld. 

Wordt als schulding aan afdreiging. Gestraft met gevenenisstraft van 

ten hoogste vier jare”.  

(2) “Dit misdirijf worat niet vervolgd don op klachtte van hem tegen het 

geplegd is”.  
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Atau yang di dalam bahasa Indonesia berbunyi:  

(1) “Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hak, dengan mengancam untuk membuat 

malu baik dengan lisan maupun secara tertulis ataupun untuk 

membuka sesuatu rahasia, memaksa orang lain, baik untuk 

menyerahkan suatu benda yang seluruhnya atau sebahagian adalah 

kepunyaan orang  lain dari pada orang yang dipaksa, ataupun untuk 

membuat suatu pinjaman atau meniadakan piutang, maka karena salah 

telah melakukan pengancaman, dengan hukuman penjara selama-

lamanya empat tahun”.  

(2) Kejahatan ini tidak dapat dituntut kecuali atas pengaduan oleh orang 

yang dirugikan”. 

 

Pasal 368 Ayat (2) KUHP menentukan, bahwa ketentuan-ketentuan yang terdapat 

di dalam Ayat (2), (3) dan (4) Pasal 368 KUHP juga berlaku bagi kejahatan 

pemerasan ini. Ini berarti bahwa:  

1) Jika kejahatan pemerasan dilakukan pada waktu malam hari di dalam 

sebuah tempat kediaman atau dilakukan di atas sebuah pekarangan tertutup 

yang di atasnya bediri sebuah tempat kediaman atau jika kejahatan 

tersebut dilakukan di jalan umum atau di atas kereta api atau trem yang 

sedang bergerak; 

2) Jika kejahatan pemerasan dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 

bersama-sama; 

3) Jika kejahatan pemerasan itu untuk dapat masuk ke tempat kejahatan 

dilakukan dengan perbuatan-perbuatan membongkar, merusak, memanjat, 

memakai kunci-kunci palsu, dengan perintah palsu atau memakai seragam 

palsu; 

4) Jika kejahatan pemerasan itu menyebabkan terjadinya luka berat pada 

seseorang; 

5) Jika kejahatan pemerasan tersebut diperberat ancaman hukumannya 

dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun; 

6) Selanjutnya kejahatan pemerasan itu, apabila sampai menyebabkan 

matinya orang lain, maka pelakunya diancam dengn hukuman penjara 

selama-lamanya lima belas tahun. 

 

 

Unsur-unsur dari kejahatan “afdreiging” di atas, hampir sama dengan Unsur-unsur 

dari kejadian “afpersing” yang telah dibicarakan terlebih dahulu, kecuali pada 

daya upaya yang dipakai orang yang melakukan pemerasan, yaitu “membuat malu 

secara lisan”, “membuat malu secara tertulis” dan “membuka sesuatu rahasia”. 



 56 

Perbuatan memeras orang lain dengan mempergunakan ancaman berupa “akan 

membuka rahasia” itu disebut juga “chantage”. Sebagaimana ditentukan di dalam 

Pasal 369 Ayat (2), kejahatan afdreiging  ini hanya dapat dituntut apabila ada 

pengaduan dari orang yang diperas. 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Achmad Munandar didapatkan data bahwa 

dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan pelaku tindak pidana pemerasan 

terhadap Kepala Sekolah di Kabupaten Tanggamus adalah dalam Buku II KUHP, 

dasar hukum pemberantasan kejahatan pemerasan itu sendiri yaitu:  

Pasal 368 KUHP  

(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan, untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau 

sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi 

hutang maupun penghapusan piutang, diancam, karena pemerasan, dengan 

pidana penjara paling lama sembilan tahun.  

(2) Ketentuan Pasal 368 Ayat kedua, ketiga dan keempat berlaku bagi kejahatan 

ini.  

 

Pasal 369 KUHP 

(1) Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran nama baik dengan 

lisan maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa 

seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian 

kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya memberi utang 

menghapuskan piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 

tahun.  

(2) Kejahatan itu tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena 

kejahatan.  

 

Pasal 370 KUHP 

Ketentuan Pasal 367 berlaku bagi kejahatan-kejahatan yang dirumuskan dalam 

bab ini.  

 

Pasal 371 KUHP 

Dalam pemidanaan karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab ini 

dapat dinyatakan pencabutan hak-hak tersebut pada pasal 35 nomor 1-4. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa dasar pertimbangan 

hakim dalam penjatuhan pidana tindak pidana pemerasan adalah Pasal 368 Ayat 

(1) KUHP, yang mengandung pengertian untuk menguntungkan diri sendiri atau 

orang lain secara melawan hukum, memaksa seseorang dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau 

sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain. Rumusan tindak pidana 

pemerasan dituangkan dalam Pasal 368 KUHP yang secara tegas menetapkan, 

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain 

secara melawan hukum, memaksa orang dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan, supaya memberikan barang sesuatu, yang seluruh atau sebagiannya 

adalah kepunyaan orang itu atau kepunyaan orang lain; atau supaya memberi 

hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana 

penjara paling lama sembilan tahun” 

 

C. Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak pidana 

Pemerasan Terhadap Kepala Sekolah di Kabupaten Tanggamus 

 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Achmad Munandar didapatkan data bahwa 

Unsur-unsur dalam ketentuan Ayat (1) Pasal 368 KUHP: 

1. Unsur obyektif, yang meliputi Unsur-unsur: 

a. Memaksa. 

b. Orang lain. 

c. Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 

d. Untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang (yang seleruhnya 

atau sebagian kepunyaan orang lain). 

e. Supaya memberi hutang. 
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f. Untuk menghapus piutang. 

 

2. Unsur subyektif, yang meliputi unsur-unsur: 

a. Dengan maksud. 

b. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 

Beberapa unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut: 

1. Unsur “memaksa”. Dengan istilah “memaksa” dimaksudkan adalah 

melakukan tekanan pada orang, sehingga orang itu melakukan sesuatu 

yang berlawanan dengan kehendakn ya sendiri. 

2. Unsur “untuk memberikan atau menyerahkan sesuatu barang”. Berkaitan 

dengan unsur itu, persoalan yang muncul adalah, kapan dikatakan ada 

penyerahan suatu barang? Penyerahan suau barang dianggap telah ada 

apabila barang yang diminta oleh pemeras tersebut telah dilepaskan dari 

kekuasaan orang yang diperas, tanpa melihat apakah barang tersebut sudah 

benar-benar dikuasai oleh orang yang memeras atau belum. Pemerasan 

dianggap telah terjadi, apabila orang yang diperas itu telah menyerahkan 

barang/benda yang dimaksudkan si pemeras sebagai akibat pemerasan 

terhadap dirinya. Penyerahan barang tersebut tidak harus dilakukan sendiri 

oleh orang yang diperas kepada pemeras. Penyerahan barang tersebut 

dapat saja terjadi dan dilakukan oleh orang lain selain dari orang yang 

diperas. 

3. Unsur “supaya memberi hutang”. Berkaitan dengan pengertian “memberi 

hutang” dalam rumusan pasal ini perlu kiranya mendapatkan pemahaman 

yang benar. Memberi hutang di sini mempunyai pengertian, bahwa si 

pemeras memaksa orang yang diperas untuk membuat suatu perikatan atau 
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suatu perjanjian yang menyebabkan orang yang diperas harus membayar 

sejumlah uang tertentu. Jadi, yang dimaksud dengan memberi hutang 

dalam hal ini bukanlah berarti dimaksudkan untuk mendapatkan uang 

(pinjaman) dari orang yang diperas, tetapi untuk membuat suatu perikatan 

yang berakibat timbulnya kewajiban bagi orang yang diperas untuk 

membayar sejumlah uang kepada pemeras atau orang lain yang 

dikehendaki. 

4. Unsur “untuk menghapus hutang”. Dengan menghapusnya piutang yang 

dimaksudkan adalah menghapus atau meniadakan perikatan yang sudah 

ada dari orang yang diperas kepada pemeras atau orang tertentu yang 

dikehendaki oleh pemeras. 

5. Unsur “untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain”. Yang 

dimaksud dengan “menguntungkan diri sendiri atau orang lain” adalah 

menambah baik bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain dari kekayaan 

semula. Menambah kekayaan di sini tidak perlu benar-benar telah terjadi, 

tetapi cukup apabila dapat dibuktikan, bahwa maksud pelaku adalah untuk 

menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 

 

Unsur-unsur dalam ketentuan Ayat (2) Pasal 368 KUHP: Berdasarkan 

ketentuan Pasal 368 Ayat (2) KUHP tindak pidana pemerasan diperberat 

ancaman pidananya apabila: 

1. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah 

rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya atau apabila 

pemerasan dilakukan dijalan umum atau di atas kereta api atau trem yang 

sedang berjalan. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 
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368 Ayat (2) ke-1 KUHP dengan ancaman pidana selama dua belas tahun 

penjara. 

2. Tindak pidana pemerasan itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara 

bersama-sama. Sesuai dengan ketentuan Pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 368 

Ayat (2) ke-2 KUHP dengan ancaman pidana dua belas tahun penjara. 

3. Tindak pidana pemerasan, dimana untuk masuk ketempat melakukan 

kejahatan dilakukan dengan cara membongkar, merusak atau memanjat, 

memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan (seragam) palsu. 

Sesuai dengan ketentuan pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 368 Ayat (2) ke-3 

KUHP dengan pidana penjara dua belas tahun. 

4. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan terjadinya luka berat, 

sebagaimana diatur dalam pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 368 Ayat (2) ke-4 

KUHP ancaman pidananya sama dengan yang di atas, yaitu dua belas 

tahun penjara. 

5. Tindak pidana pemerasan itu mengakibatkan matinya orang. Diatur dalam 

ketentuan pasal 368 Ayat (2) jo Pasal 368 Ayat (3) KUHP dengan 

ancaman pidana yang lebih berat, yaitu lima belas tahun penjara. 

6. Tindak pidana pemerasan tersebut telah menimbulkan luka berat atau 

kematian serta dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama 

dengan disertai hal-hal yang memberatkan sebagaimana yang diatur dalam 

pasal 368 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP. Berdasarkan Pasal 368 Ayat (2) jo 

Pasal 368 Ayat (4) KUHP tindak pidana pemerasan ini diancam dengan 

pidana yang lebih berat lagi, yaitu dengan pidana mati, pidana seumur 



 61 

hidup atau pidana selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun 

penjara. 

 

Berdasarkan ketentuan di atas, menurut Achmad Munandar terdapat enam 

bentuk tindak pidana pemerasan dengan pemberatan dengan ancaman pidana 

yang diperberat. Bentuk tindak pidana pemerasan yang kedua adalah 

“pengancaman”. Dalam bahasa Inggris tindak pidana “pengancaman” ini 

dikenal dengan nama blackmail, sedang dalam bahasa Perancis dikenal 

dengan istilah chantage.  

 

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya oleh Riswan Herafiansyah, bahwa 

tindak pidana yang diatur dalam Pasal 368 dan 369 KUHP sama-sama 

merupakan pemerasan. Perbedaannya hanya terletak pada cara-cara yang 

digunakan dalam kedua tindak pidana itu. Tindak pidana dalam Pasal 368 

KUHP yang lazim disebut “pemerasan” menggunakan “kekerasan atau 

ancaman kekerasan” sedangkan tindak pidana dalam Pasal 369 KUHP yang 

lazim disebut sebagai “pengancaman” menggunakan cara “pencemaran baik 

lisan maupun tertulis”. 

 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 369 KUHP selengkapnya berbunyi: 

1. Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik lisan 

maupun tulisan atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa 

seseorang supaya memberikan sesuatu barang yang seluruhnya atau 

sebagian milik orang lain, atau supaya memberikan hutang atau 
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menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 

tahun. 

2. Kejahatan ini tidak dituntut kecuali atas pengaduan orang yang terkena 

kejahatan. 

 

Unsur-unsur tindak pidana pengancaman dalam Pasal 369 KUHP di atas 

adalah: 

Unsur-unsur obyektif, yang meliputi Unsur-unsur: 

1. Memaksa. 

2. Orang lain. 

3. Dengan ancaman pencemaran baik lisan maupun tulisan atau ancaman 

akan membuka rahasia. 

4. Supaya memberi hutang. 

5. Menghapus piutang. 

 

Unsur-unsur subyektif, yang meliputi: 

1. Dengan maksud. 

2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. 

 

Melihat unsur-unsur Pasal 369 atau 368 KUHP tampak semakin jelas, bahwa 

bangunan hukum antara kedua tindak pidana tersebut mempunyai esensi yang 

sama, yaitu memeras orang lain. Hanya, kedua tindak pidana tersebut 

menggunakan cara-cara yang berbeda untuk mencapai maksudnya. Berkaitan 

dengan penerapan Pasal 369 KUHP di atas, Unsur-unsur yang masih 

memerlukan penjelasan adalah unsur “dengan pencemaran baik lisan maupun 

tulisan serta ancaman akan membuka rahasia”. 
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Lamintang (1990: 46), menyebut istilah “pencemaran” dengan istilah 

“ancaman membuat malu”. Secara definitif, pengertian “ancaman 

pencemaran” telah dirumuskan dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP. Menurut 

Pasal 310 Ayat (1) KUHP, yang dimaksud pencemaran (smaad) adalah 

menyerang kehormatan atau nama baik seseorang, dengan menuduh sesuatu 

hal, yang maksudnya nyata agar hal itu diketahui umum. Pasal 310 Ayat (1) 

KUHP di atas memberikan pengertian terhadap apa yang dimaksud dengan 

“pencemaran lisan”. Lantas apa yang dimaksud dengan “pencemaran tertulis?” 

Apabila perbuatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP 

tersebut dilakukan dengan tulisan, misalnya dengan menyebarkan atau 

menempelkan tulisan atau lukisan, maka hal itu disebut “pencemaran secara 

tertulis”. 

 

Unsur lain dari Pasa1 369 KUHP yang belum dijelaskan adalah unsur 

“ancaman membuka rahasia”. Apa yang dimaksud dengan “rahasia?”. Tentang 

pengertian “rahasia” ini berbeda dengan pengertian rahasia sebagaimana 

dimaksud dalam ketentuan Pasal 322 KUHP. “Membuka rahasia” yang 

dimaksud dalam Pasal 322 KUHP ini berkaitan dengan pembukaan rahasia 

oleh orang yang karena jabatannya atau pekerjaannya wajib menyimpan 

rahasia itu. Sebagai contoh, misalnya, seorang notaris wajib menyimpan 

rahasia terhadap, misalnya, isi dari surat hibah wasiat yang bersifat rahasia 

(geheim testament), sehingga apabila notaris tersebut membuka rahasia ini, 

notaris tersebut dikenakan Pasal 322 KUHP. 
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“Membuka rahasia” dalam pengertian Pasal 369 KUHP mengandung arti, 

memberitahukan kepada orang lain atau pihak ketiga hal-hal mengenai orang 

yang diancam atau orang ketiga yang terkait dengan orang yang diancam. 

Pada dasarnya baik pencemaran nama baik maupun membuka rahasia 

mempunyai tujuan yang sama, yaitu memberitahu kepada orang lain atau 

pihak ketiga atau kepada khalayak ramai tentang sesuatu hal yang menyangkut 

orang yang diancam. “Rahasia” pada hakikatnya mengenai suatu hal yang 

benar-benar terjadi, tetapi karena sesuatu hal (misalnya takut diketahui oleh 

istrinya, anaknya, atasannya, dan sebagainya) disembunyikan. 

 

Sedang pencemaran nama baik mengenai suatu hal yang benar atau tidak 

benar yang dapat mencemarkan nama dan kehormatan orang yang diancam. 

Pembahasan terhadap Unsur-unsur Pasal 369 Ayat (1) KUHP kiranya sudah 

jelas. Marilah kita lihat penjelasan dalam Pasal 369 Ayat (2) KUHP dan pasal-

pasal berikutnya tentang pengancaman. Berdasarkan ketentuan Pasal 369 Ayat 

(2) KUHP tindak pidana pengancaman ini merupakan delik aduan, yaitu delik 

yang hanya dapat dituntut atas pengaduan. Dengan demikian, tanpa adanya 

pengaduan, tindak pidana pengancaman ini tidak dapat dituntut. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat katakan bahwa tindak pidana 

pemerasan merupakan perbuatan yang sangat merugikan. Oleh karena itu 

harus dicegah, ditangkal dan ditanggulangi. Caranya jajaran kepolisian harus 

selalu siap melaksanaan tugasnya sekaligus mengantisipasi peningkatan tindak 

pidana pemerasan. Tugas dan wewenang Kepolisian diatur dalam Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 1998 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok 
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Pertahanan Keamanan Negara Republik Indonesia. Bagi mereka yang 

tertangkap dalam kejahatan ini, hendaknya diberikan sanksi yang berat. 

Dengan pemberian sanksi berupa pidana terhadap pelaku pemerasan, belum 

memuaskan rasa keadilan di masyarakat. Pidana maksimum dari tindak pidana 

pemerasan adalah sembilan tahun. 

 


